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PUTUSAN
Nomor 0338/Pdt.G/2018/PA.Bjr

b\t :
//QM \:““/3\——‘73
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bandung, 24 Juni 1993, agama
Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
Kota Banjar dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Iwan Setiawan, S.H. dan Lela Siti Nuraladin, S.H,
Advokat yang berkantor di Graha Citra Pesona Kav. 25-
26 Dusun Parung Rt. 011 Rw. 004 Desa Balokang
Kecamatan Banjar Kota Banjar. berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 3 Mei 2018 yang telah
didaftarkan di Register Kuasa Kepaniteraan Pengadilan
Agama Kota Banjar nomor 0329/K/V/2018 tanggal
9 Mei 2018 sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bandung, 01 Juli 1988, agama Islam,
pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, tempat kediaman di Kp. Kabupaten
Bandung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di

persidangan;
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DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Mei 2018 telah
mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kota Banjar, dengan Nomor 0338/Pdt.G/2018/PA.Bjr,
tanggal 09 Mei 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat
pada tanggal 28 Oktober 2011 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kab Bandung dengan Kutipan Akta
Nikah Nomor : XXXXX tanggal 28 Oktober 2011;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal
di rumah orang tua Tergugat beralamat di Kabupaten Bandung kemudian
Penggugat pindah ke orang tua Penggugat beralamat di Kota Banjar;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum mempunyai
rumah dan sudah mempunyai satu (1) orang anak yang diberi nama
XXXXX 5 tahun;

4. Bahwa sejak bulan Agustus 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat mulai goyah vyaitu sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran vyaitu disebabkan
Tergugat kurang memperdulikan keluarga diantaranya selalu pulang malam
dengan alasan yang tidak jelas dan Tergugat selalu berprasangka kepada
Penggugat ada pihak ketiga dalam Kehidupan rumah tangga Penggugat;

6. Bahwa sejak bulan April 2018 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah
tempat tinggal masing-masing beralamat tersebut diatas;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha meminta bantuan baik kepada kerabat
dekat, orang tua, untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga
akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas permohonan Penggugat telah
sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam
Pasal 116;
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9. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dengan ini Penggugat

mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan alasan : Tergugat

kurang memperdulikan keluarga diantaranya selalu pulang malam dengan

alasan yang tidak jelas dan Tergugat selalu berprasangka kepada

Penggugat ada pihak ketiga dalam Kehidupan rumah tangga Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada

Pengadilan Agama Kota Banjar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya
sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat)

3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang
menghadap sendiri di depan sidang atau dengan didampingi atau diwakili
kuasanya yang sah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Mei 2018 yang
terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor
0329/K/V/2018 tertanggal 9 Mei 2018 dan telah pula menyerahkan fotokopi
bukti berita acara sumpah dan fotokopi tanda anggota advokat, sedangkan
Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun
berdasarkan berita acara panggilan, yang telah dibacakan di persidangan

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan Penggugat tidak dapat rukun
kembali dengan Tergugat maka selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan
dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh

Penggugat dengan perubahan terhadap nama Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah

mengajukan alat bukti berupa :
A. Surat :

1. Asli Keterangan Domisili atas nama Penggugat NIK : XXXXX
tertanggal 9 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan
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Mekarsari Nomor XXXXX bukti tersebut telah diberi meterai cukup

kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1, dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal
28 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, bukti tersebut telah diberi
meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2, dan diparaf;

B. Saksi :

1. Saksi |, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah
tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya
menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah
tahun 2011 dan saksi menghadiri pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah
tangga di Bandung selama 2 tahun kemudian pindah ke Banjar
pindah lagi ke Bandung sampai berpisah;
- Bahwa sejak awal 2017 tidak rukun antara Penggugat dan
Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa awalnya saksi melihat dari sikap Penggugat dan Tergugat
yang sering saling berdiam diri tidak saling tegur sapa kemudian
saksi tanya langsung kepada Penggugat ternyata antara keduanya
sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat ketika tinggal di Banjar bersama;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pertengkaran
mulut saja tidak disertai kekerasan;
- Bahwa penyebabnya adalah karena masalah ekonomi, Tergugat
kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di Bandung tapi tidak tahu jenis
pekerjaannya;
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- Bahwa Tergugat jarang ada waktu buat keluarga dan punya
kebiasaan mancing sampai lupa dengan keluarga;

- Bahwa sejak awal 2017 sampai sekarang antara Penggugat dan
Tergugat sudah berpisah, Penggugat pulang dengan diantar dan
diserahkan kembali oleh Tergugat kepada saksi dan sejak itu
Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat kembali;

- Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah
tidak saling kunjung, tidak ada komunikasi dan tidak saling urus,
masing-masing mengurus dirinya sendiri;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi Il, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontruksi,
tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan
sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakek Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah
tangga di Bandung selama 2 tahun kemudian pindah ke Banjar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang rumah tangga Penggugat
dan Tergugat tidak rukun;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke Bandung dan awalnya
saksijarang melihat Tergugat dirumah Penggugat dan setelah
ditanyakan kepada Penggugat Penggugat menyatakan Tergugat
jarang pulang kalau pulang malah selalu bertengkar dan Tergugat
lebih sering tinggal dirumah orangtuanya di Bandung;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
karena masalah ekonomi, nafkah yang diberikan oleh Tergugat
sedikit sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah
tangga;
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- Bahwa sejak awal 2017 sampai sekarang antara Penggugat dan
Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Pengugat diantar dan
diserahkan oleh Tergugat kepada keluarga Penggugat;

- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menjemput
Penggugat kembali begitu juga Penggugat tidak pernah kembali ke
Tergugat dan masing-masing telah mengurus dirinya sendiri;

- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan
Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan pihak Penggugat menyatakan tidak

mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat
dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan

ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana

terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta
penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute

Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan beserta kuasanya
sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula
mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil / kuasanya yang sah,
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka gugatan Penggugat
dapat diperiksa secara verstek;
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Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis

Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/I1I/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/V1/2010 angka 2 dan 3
menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat
yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan
tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah

adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah diambil sumpah
sebagai advokat pada Pengadilan Tinggi Bandung sehingga kuasa hukum
a quo dapat beracara pada Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan fotokopi
kartu anggota advokat yang masih berlaku sehingga masih tercatat sebagai

advokat yang resmi;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus Penggugat telah dijelaskan
secara tegas menyatakan sebagai kuasa dari Penggugat untuk mengajukan
perceraian terhadap Tergugat pada Pengadilan Agama Kota Banjar atas
tindakan-tindakan tertentu yang hanya terbatas dilakukan dihadapan sidang
Pengadilan Agama Kota Banjar sehingga surat kuasa a quo telah memenuhi
maksud SEMA Nomor 6 tahun 1994;

Menimbang, bahwa gugatan diajukan serta ditandatangani oleh kuasa
Penggugat pada tanggal 7 Mei 2018 atas dasar kuasa khusus tanggal 3 Mei
2018 sehingga pengajuan surat gugatan tersebut mandat dari kuasa khusus,

oleh karenanya Kuasa Penggugat dapat mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Penggugat
memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat telah

melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Hukum Islam dan telah
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tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung,
dengannya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjalin hubungan suami
isteri sah sebagaimana maksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Penggugat dan Tergugat dalam
perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara
langsung dari akibat putusan ini, oleh karenanya Penggugat dapat dinyatakan
sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap
Tergugat dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak
Agustus 2017 disebabkan Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib
kepada Penggugat yang akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat

berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 sampai saat ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya
Tergugat (secara verstek) namun berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, putusan
yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat

telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan surat yang menerangkan bahwa
saat ini Penggugat berdomisili di Kota Banjar, yang merupakan wilayah hukum
(yurisdiksi) Pengadilan Agama Kota Banjar dan berdasarkan bukti tersebut,

Penggugat bernama XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah
dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti
P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam
Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh
karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat

dipertimbangkan;
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Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik sehingga
mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat
(bindende) kecuali dibuktikan sebaliknya dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta
Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah maka terbukti bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak 28 Oktober 2011
dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang Saksi, yang
memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan kedua orang saksi tersebut
telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 144, 145,
146 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut merupakan orang dekat yang
dapat dianggap sebagai keluarga Penggugat maka maksud Pasal 22 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah
terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi-saksi Penggugat memiliki
sumber pengetahuan yang jelas, serta antara keterangan dari kedua Saksi
Penggugat saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, dengannya juga
telah memenuhi syarat materiil pembuktian saksi, sehingga keterangan saksi
pertama dan kedua Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat di
persidangan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
yang pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
dan harmonis tetapi kemudian tidak rukun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi memberikan keterangan bahwa saksi
pertama mengetahui secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat sedangkan saksi kedua melihat pertengkaran Penggugat dan

Tergugat dari perpisahan tempat tinggal keduanya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan

keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama
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sejak awal 2017 dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak
pernah lagi terlihat saling kunjung dan sehari-hari sudah tidak saling urus,

masing-masing telah menjalani hidup sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan
bahwa saksi dan keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan
Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah

sejak tanggal 28 Oktober 2011 dan belum pernah bercerai;

2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
rukun dan harmonis kemudian tidak rukun;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena antara
Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun lebih lamanya;

4. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
pernah lagi terlihat saling kunjung dan sehari-hari sudah tidak saling urus,

masing-masing telah menjalani hidup sendiri-sendiri;

5. Bahwa keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu
perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup
rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan
Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf
(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian vyaitu
adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri
dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;
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Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal — pasal tersebut terdapat
beberapa unsur — unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik

cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus

menerus.

- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah
tidak ada harapan untuk kembali rukun.

- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu
persatu dengan menghubungkan fakta — fakta yang terjadi dalam rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat
dipandang telah memenuhi unsur — unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta angka 2 dan 3 bahwa semula
rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian tidak
rukun. Bahwa pertengkaran antara suami isteri tidak hanya terbatas dari
pertengkaran secara fisik namun dapat juga berupa pertengkaran non fisik
seperti sikap Tergugat yang mengantar dan menyerahkan Penggugat kembali
kepada keluarga Penggugat dan sejak itu tidak pernah menjemput Penggugat
kembali bahkan berlanjut hingga 1 tahun lamanya, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran
yang nyata yang berlangsung secara terus menerus sehingga hal tersebut
dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat,
oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta angka 3 dan 4 yaitu
Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun lamanya
dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan
Penggugat juga tidak kembali lagi ke rumah Tergugat serta antara keduanya
tidak saling kunjung dan sehari-hari sudah tidak saling urus, masing-masing
telah menjalani hidup sendiri-sendiri maka berkesimpulan bahwa antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi serta sudah tidak

saling mempedulikan, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri
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sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga,

dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat
kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dan berdasarkan
fakta nomor 5 keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi
tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan
Tergugat sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat

unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur perceraian tersebut di atas,
serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat
dipertahankan lagi dan apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap
maka bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan
akan menimbulkan kemudhoratan bagi kedua belah pihak oleh karenanya
sesuai dengan Qaidah Ushul Figih yang berbunyi :

:L‘\*AAI‘ ul; ‘AL p.‘ﬁA .‘..uu?.d‘ & )4

Artinya:  Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik

(mempertahankan) kebaikan;

Menimbang, bahwa hadist Rasulallah SAW dalam Sunan Ibnu Majah,
Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

Y5l5e Y555
Artinya:  Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula
membahayakan orang lain;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah
dan mawaddah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka
tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat
tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat
para pakar Hukum Islam dalam Kitab Ghayah al-Maram, halaman 162 yang
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diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini

yang menyatakan:

aillb uolall ade gl le>o ) azg ll ant, poc xisibl 1]

Artinya: “ Apabila si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya,
maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalak si suami;

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-
menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang
lain” sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis
Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan
maksud dari pasal tersebut dan tujuan perkawinan, sehingga gugatan
Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan
segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan
kemampuannya” sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,
maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan
maksud dari pasal tersebut dan tidak lagi dapat mencapai tujuan perkawinan,
sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti
lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum
Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis
Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari
pasal tersebut, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa
apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki
dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang
lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan
untuk dikabulkan;
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Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti
memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang — Undang Nomor 1 Tahun
1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah
beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah
bercerai dan talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka
berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam, perceraian ini
adalah jatuh talak satu ba’in sughra sebagaimana tersebut dalam amar putusan

ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah
menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang — Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai
sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar

biaya perkara;
Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku
yang berhubungan dengan perkara ini;
MENGADILI:

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp.546.000,00 ( lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 Masehi,
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bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami Siti Alosh
Farchaty, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Nadimin, S.Ag., M.H. dan Dra. Atin
Hartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal
28 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1439 Hijriah,
oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan
dibantu oleh Dra Hj Yeyen Heryani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Nadimin, S.Ag., M.H. Siti Alosh Farchaty, S.H.I
Hakim Anggota,

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti,

Dra Hj Yeyen Heryani

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Proses Rp. 60.000,00
3. Panggilan Rp. 445.000,00
4. Redaksi Rp. 5.000,00
5. Meterai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 546.000,00

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah )
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